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ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI
(STUDI KASUS DI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR).

Masyarakat Kabupaten Lombok Timur dalam menyelesaikan sengketa perkara
perdata mereka memilih menyelesaikan sengketa secara non litigasi (di
luarpengadilan) mengingat biaya yang di keluarkan jauh lebih murah, cepat dalam
pelaksanaannya, di lakukan oleh kedua belah pihak dengan cara perundingan dengan
jiwa musyawarah untuk mufakat dan tentunya dengan prinsip win-win solution
sehingga kedepannya mengharapkan hubungan yang baik antara pihak yang
bersengketa.

Adapun rumusan masalah yang ingin di kaji oleh penyusunya itu bagaimana
mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di Bale Mediasi
Kabupaten Lombok Timur dan kendala atau hambatan apa saja yang di alami dalam
proses penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di Bale Mediasi Kabupaten
Lombok Timur.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hokum empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis yaitu penelitian hokum empiris dengan model yuridis sosiologis yang
mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang di
kaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada.
Bahan hukum primer dan skunder yang di peroleh penyusun akan di analisis dengan
menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti ingin memberikan
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil
penelitian yang di lakukan dan data yang di peroleh dinyatakan oleh responden
maupun informen secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di
teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Adapun hasil penelitiannya bahwa upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa di
Lomok Timur yaitu dengan cara consensus atau musyawarah untuk mufakat yang
mereka sebut Mediasi yang di pandu oleh mediator yang mempunyai sertifikat
sebagai mediator. Hambatan dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu
hambatan yang bersifat yuridis dan hambatan non yuridis seperti sulitnya untuk
menghadirkan para pihak, para pihak merasa dirinya paling benar, para pihak merasa
dirugikan dan reaksi para pihak.

Kata kunci :Sengketa, Non Litigasi, Mediasi.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF LAND DISPUTE SETTLEMENT WITH NON LITIGATION
(A CASE STUDY IN BALE MEDIATION, EAST LOMBOK REGENCY)

The people of East Lombok Regency in resolving disputes in civil cases they choose
to resolve disputes non-litigation (outside court) considering the costs incurred are
much cheaper, fast in implementation, carried out by both parties by way of
negotiation with the spirit of deliberation to reach consensus and of course with the
principle of a win-win solution so that in the future we hope for a good relationship
between the disputing parties. The formulation of the problem that the authors want
to examine is how the non-litigation land dispute resolution mechanism in Bale
Mediation, East Lombok Regency, and what obstacles or obstacles are experienced in
the non-litigation land dispute resolution process Bale Mediation, East Lombok
Regency. This research used empirical legal research using a sociological juridical
approach, specifically empirical legal analysis using a sociological juridical model
with a community behavior as the object of study. People's conduct is the behavior
that emerges as a result of interacting with the existing norms system. The compiler's
collected primary and secondary legal sources will be examined utilizing qualitative
descriptive analysis methodologies. The researcher wants to provide an overview or
explanation of the subject and object of research as the research results are carried
out. Respondents and informants state the data obtained in writing or orally and real
behavior, studied and studied as a whole. According to his findings, non-litigation
attempts in East Lomok dispute resolution are based on consensus or discussion
towards consensus. They refer to it as mediation, and it is facilitated by a mediator
with a certificate in mediation. Judicial and non-juridical impediments, such as the
difficulty of presenting the parties, are obstacles in non-litigation dispute resolution.
The parties feel that they are the most correct, the parties feel aggrieved, and the
parties' reactions.

Keywords: Disputes, Non-Litigation, Mediation.

"‘i.:_f‘, * d
1ON. 0803048601
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur penting bagi setiap manusia dalam menjalani
kehidupan dalam bertahan hidup, sebagai makhluk sosial manusia harus hidup
bermasyrakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
hal ini tidak lepas dari pengaruh orang lain.! Bentuk paling ideal dalam sebuah interaksi
tersebut adalah kerja sama guna mencapai tujuan bersama, tetapi ada kalanya dalam
berinteraksi terhadap perbedaan pendapat mengenai cara mencapai tujuan bersama.
Sebagai individu manusia tetap memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan
permasalahan. Terlebih dari era modern, ketika informasi begitu cepat mengalir manusia
di tuntut untuk semakin cepat dalam memenuhi kebutuhannya, halini menimbulkan
kemungkinan terjadinya gesekan kepentingan antar individu semakin besar.

Gesekan antar individu ini bisa disebabkan beberapa hal, seringkali karena salah
satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, perasaan tidak puas salah satu pihak juga dapat
menimbulkan gesekan antar masyarakat. Gesekan-gesekan tersebut menimbulkan konflik
dan perselisihan baik antar individu maupun antar individu. Kelompok masyarakat.

Perselisihan atau pertentangan yang timbul yang timul dalam masyarakat lazim
disebut sebagai konflik. Konflik mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten
(latent)dan perselisihan-perselisinan yang telah mengemukakan (manifest). Perselisihan
yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Sengketa tidak lepas dari suatu konflik,
di mana ada sengketa pasti di situ ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan

sehari-hari.Baik itu konflik kecil atau ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini

! Janu Mardiatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Grafindo Media Pratama,
Bandung, 2007, hal 5.
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di alami oleh semua kalangan karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan tergantung
cara kita menyikapinya.?

Tanah merupakan unsur penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup
masyarakat, bagi bangsa Indonesia yang merupakan tanah pertanian kepulauan, tanah
jelas memegang peranan penting dalam kehidupan setiap orang. Bagi negara dan
pembangunan, tanah merupakan modal dasar bagi terselenggaranya kehidupan bernegara
dan bagi terwujudnya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Karena kedudukan ini
maka penguasaan, penggunaan, dan penggunaan tanah tersebut dijamin secara hukum
oleh negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang
berorientasi pada kemaslahatan bersama, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945,
tidak lepas dari sengketa hukum pertanahan yang merupakan masalah sosial yang
mendasar, khususnya di daerah. dari Bumi. Warga negara selalu ingin membela hak-
haknya. Hal ini dapat dilakukan ketika ada aturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh
masyarakat.

Hak atas tanah merupakan hak dasar yang sangat penting bagi harkat dan
martabat serta kebebasan seseorang bagi masyarakat. Di sisi lain, merupakan kewajiban
Negara untuk menciptakan jaminan hukum atas hak atas tanah, yang umumnya
diselesaikan secara ekstrayudisial atau ekstrayudisial. Sebutan konflik dan sengketa
sudah menjadi pembicaraan umum dalam pergaulan hidup manusia, namun terdapat
berbagai makna mengenai konflik dan sengketa yang di kemukakan oleh para pakar.

Penerapan makna sengketa pada bidang pertanahan, melahirkan istilah sengketa
pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat di rumuskan sebagai

“perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek sengketa”. Di tinjau dari sudut

2 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Rajawali Pers,Jakarta, 2010, hal 10.
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pandang pendekatan konflik, istilah sengketa tanah di sebut sebagai manifest conflict and
emerging conflict. Selanjutnya yang di maksud dengan kasus pertanahan adalah sengketa
atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan secara Non Litigasi atau di luar
jalur pengadilan harus mendapatkan penanganan secara tepat serta mediasi kepada kedua
belah pihak yang bersangkutan.®

Masyarakat mengenal dua metode untuk penyelesaian sengketa.Pertama,
merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi)dan yang ke dua
melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi).Penyelesaian sengketa di pengadilan
memiliki asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun kondisi realsaat ini
menunjukan bahwa proses litigasi yang sebenarnya terjadi masih jauh dari asas-asas
tersebut.*

Proses litigasi sering kali terjebak dalam sistem pemeriksaan yang sangat
formalitas (very formalistic) dan juga penuh perdebatan teknis (very technical) mengenai
hukum acara.® Proses demikian di anggap tidak efektif terutama bagi para pihak karena
memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai pembahasan substansi permasalahan itu
sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) menjadi
pilihan karena memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat karena Ingsung
mendiskusikan substansi permasalahan antar pihak itu sendiri tanpa harus menggunakan
advokat.

Persoalan sengketa tanah selalu ada dan selalu menarik untuk di bahas bagaimana
penyelesaiannya secara Non Litigasi atau di luar pengadilan. Dalam kenyataan sehari-

hari sengketa tanah selalu muncul dan di alami setiap lapisan masyarakat. Sengketa tanah

3 Nia Kurniati, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, Sosiohumaniora, Volume 18
No. 3 Nopember 2016: 207-217, him. 208, jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/10008/pdf, di
akses pada 15 Maret 2018.

4 M. Yahya Harahap, HukumAcara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 229.

®Ibid ha, 233.
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menjadi isu yang selalu muncul seiring dengan bertambahnya penduduk, berkembangnya
pembangunan, serta semakin luas akses bagi para pihak dalam memperoleh tanah
sebagai dasar untuk berkepentingan. Dapat di katakan persoalan sengketa tanah selalu
bermunculan bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya berkaitan dengan
kompleksitas masalahnya maupun kuantitasnya seiring dengan berkembangnya bidang
sosial, ekonomi, danteknologi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal 1
(10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa menetapkan
bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa
atau perselisihan melalui suatu tata cara yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di
luar hukum melalui musyawarah, perundingan, mediasi. Arbitrase atau pengadilan para
pihak.

Dalam UU no 56 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UPPA), belum bisa dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanian di
Indonesia.Pendekatan yang sering ditempuh adalah jalur perdata melalui ganti rugi dan
gugatan, ternyata permasalahan konflik pertanian memiliki dimensi yang luas tidak
hanya dalam hukum perdata dan teritorial, tetapi juga dalam dimensi hukum lainnya
seperti hak asasi manusia dan bahkan hak asasi manusia. hukum pidana, termasuk
penerapan demokrasi di negara hukum.®

Dengan demikian masyarakat dapat memilih penyelesaian sengketa mana yang di
gunakan dalam penyelesaian sengketa mana yang di gunakan dalam menyelesaikan
perkara mereka. Penyelesaian melalui proses di luar pengadilan yang menghasilakn

kesepakatan yeng bersifat “win-win solution”, di jamin kerahasiaan sengketa para pihak,

SParingan Efendi, Hukum Agraria di Indonesi, Raja GrafindaPersada, Jakart, hal. 102.
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di hindari kelambatan yang di akibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta
menyelesaikan masalah secara konprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga
hubungan baik, atau memilih proses litigasi yang menghasilkan kesepakatan yang
bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cendrung
menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang
mahal tidak responsif,dan menimbulakan permusuhan di antara para pihak yang
bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan semangat
kesengajaan mencari mufakat agar tidak cenderung menghasilkan putusan yang
merugikan (mutually benefit solution).Hasil akhirnya tentu berbeda dengan litigasi,
dimana perselisihan seringkali diselesaikan dengan kemenangan atau kekalahan,
sehingga menyulitkan perdamaian dan kerukunan antar pihak yang bersengketa.

Maka dari itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) menjadi
pilihan karena memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat karena langsung
mendiskusikan substansi permasalahan antar para pihak itu sendiri. Masyarakat yang ada
di Kabupaten Lombok timur juga sebagian besar enggan membawa sengketa perkara
perdata mereka ke pengadilan (litigasi) karena harus berhadapan dengan prosedur yang
di anggapnya rumit yang cendrung formal yang sebagian masyarakat tidak tahu atau
kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut membuatnya memilih alternatif
penyelesaian sengketa yang di anggapnya mudah. Selain itu juga yang menjadi
pertimbangan mereka memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)
mengingat biaya yang di kelurkan jauh lebih murah, cepat dalam pelaksanaannya, di
lakukan oleh kedua belah pihak dengan cara perundingan dengan jiwa musyawarah
mufakat dan tentunya dengan prisip menang-menang (win-win solution) sehingga

kedepannya mengharapkan hubungan antar pihak tetap terjalin dengan baik.
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Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap

masalah atau sengketa yang terjadi di masyarakat khususnya sengketa tanah yang di

upayakan penyelesaiannya melalui (non-litigasi) atau di luar pengadilan melalui

penulisan skripsi dengan judul, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non

Litigasi (Studi Di Bale Mediasi Kecamatan Selong Lombok Timur).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka masalah  yuridis
yang akan di bahas dalam penelitian ini, di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di Bale
Mediasi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ?

2. Apa saja kendala yang di alami dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang di
lakukan secara non litigasi di Bale Mediasi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok
Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian
yaitu :
a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di
Bale Mediasi Kecamatan Kabupaten Lombok Timur.
b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang di alami dalam proses
penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok

Timur.
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2. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :
a. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan refrensi bagi peneliti
dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan bidang kajian dan pembahasan
dalam penelitian ini.Termasuk data-data yang di hasilkan dari penelitian ini dapat di
gunakan sebagai data awal guna melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai
bidang kajian penelitian yang terkait dengan penelitian ini.Hal ini di maksudkan demi
perkembngan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kajian penyelesaian
sengketa tanah secara non litigasi.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran dan solusi
yang tepat bagi pengambilan kebijakan serta dapat memberikan informasi dan
masukan kepada pemerintah dan lembaga yudikatif khususnya mediator yang
berperan dalam penyelesaian sengketa perkara, sehingga dapat di tempuh dalam suatu
kebijakan dan bisa membantu percepatan dalam penanganan masalah-masalah
pertanahan.

c. Orisinalitas Penelitian

No. | Nama Judul Rumusan Kesimpulan
Peneliti Penelitian Masalah
1. | Rayi Ady | Penyelesaian 1. Apa dasar | 1. Berdasarkan uraian
Wibowo Sengketa hukum yang  telah i
Tanah melalui kewenangan Z?ggﬁika;embaiﬂsamn
Mediasi oleh Kantor .
kantor Pertanahan BAB -”I di - atas
mekanisme
Pertanahan Kabupaten penyelesaian
Kabupaten Karang Anyar masalah  sengketa
Karang Anyar dalam pertanahan  melalui
mediasi  yang di
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penyelesaian
sengketa Tanah
di  Kecamatan
karanganyar?

. Apakah

penyelesaian
sengketa tanah
di  kecamatan
Karanganyar
melalui mediasi
oleh Pertanahan
Kabupaten
KarangAmyar
sudah  sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
ada?

lakukan oleh Kantor

Pertanahan
Kabupaten
Karanganyar
Khususnya di
kecamatan
Karanganyar telah
sesuai dengan
peraturan dan
mekanisme yang di
atur dalam
Keputusan  Kepala
Badan  Pertanahan
Nasional  Republik

Indonesia Nomor 34
Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis
Penanganan dan
Penyelesaian

Masalah Pertanahan.

Sakina
Desati

Ulfa

Implementasi
penyelesaian
sengketa tanah
melalui
mediasi di
BPN
Palembang.

. Bagaimana

implementasi
Peraturan
Mentri Agraria
dan Tata
Ruang/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Nomor 11
Tahun 2016
Tentang
Penyelesaian
Kasus
Pertanahan
melalui mediasi
di BPN kota
palembang?

. Mediasi adalah cara

penyelesaian melalui
perundingan  untuk
memperoleh
kesepakatan para
pihak dengan di
bantu oleh mediator
yang telah menjalani
pelatihan khusus.
Penyelenggaraan
Gelar Kasus Mediasi
dengan penyampaian
opsi-opsi,
Penyusunan Risalah
Pengolahan Data
(RPD) yang
merupakan
rangkuman hasil
kegiatan penanganan
kasus  pertanahan.
Serta penyiapan
berita acara dan
monitoring evaluasi
terhadap hasil
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penanganan

sengketa.

Nurul Mubin | Analisis 1. Tata cara | 1. Tata cara
Penyelesaian penyelesaian penyelesaian  suatu
Sengketa sengketa tanah | sengketa secara non
Tanah Secara secara Non litigasi dengan
Non Litigasi Litigasi di Desa datang langsung di

Penedagandor.?
(Studi kasus di | 2 Hal yang Kantor desa
desa menghambat Pebedagandor  dan
Penedagandor) |  penyelesaian menyampaikan
sengketa tanah | Masalah dengan
secara Non adanya  keberatan
Litigasi? yang di terima
laporan masyarakat
ke desa, kemudian

oleh desa memanggil
para pihak untuk di
hadirkan dalam satu
tempat dan di
lakukan mediasi
kepada para pihak
oleh mediator.

. Hambatan yang
bersifat yuridis
karena dalam UU
Nomor 30 Tahun
1999 tentang
Arbitrase dan
Alternatif
Penyelesaian
sengketa tidak
menyebutkan secara
jelas tentang

keabsahan hasil dari
perdamaian tersebut
adalah di  bawah
tangan.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa
1.Pengertian Sengketa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perselisihan adalah segala sesuatu
yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, atau pertengkaran.Kata fight,fight,
conflict dalambahasa Inggris sama dengan “conflict® atau "fight”, keduanya
mengandungarti perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, namun keduanya
dapat dibedakan. Kosa katabahasa Indonesia “konflik” diserap menjadi konflik,
sedangkan kosakata“sengketa” diterjemahkan menjadi kataperselisihan.

Konflik atau perselisihan adalah sesuatu yang menimbulkan ketidaksepakatan
antara dua pihak atau lebih yang sedang berdebat dalam suatu proses hukum.

Konflik atau perselisihan juga timbul karena perbedaan persepsi, yang
merupakan representasi sadar lingkungan atas dasar pengetahuan sendiri, lingkungan
yang dimaksud adalah lingkungan fisik dan sosial.

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh
pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua.
Ketika situasi menunjukkan ketidaksepakatan, apa yang dikenal sebagai perselisihan
muncul. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontraktual, perselisihan dipahami
sebagai perselisihan yang timbul di antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran
sebagian atau seluruh perjanjian yang terdapat dalam suatu kontrak. Dengan kata lain,

terjadi wanprestasi di pihak para pihak atau salah satu pihak.’

7 Nurmaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 12.
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Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang
terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang di lakukan
oleh salah satu pihak dalam perjanjian.®

Takdir Rahmadi juga mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan
situasi dan kondisi orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun
perselisihan-perselisihan yang pada persepsi mereka saja.

Sengketa salah satu kelanjutan dari konflik, sebuah konflik akan berubah
menjadi sengketa apabila tidak dapat di selesaikan. Sengketa dapat di artikan
“pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang tidak di
selesaikan dengan baik, dapat menggangu hubungan di antara para pihak. Sepanjang
para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi.
Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan
mengenai solusi penyeleaian masalahnya, maka dengan demikian, sengketa akan mulai
timbul.

Pertikaian atau sengketa, keduannya di pergunakan secara bergantian dan
merupakan terjemahan dari “dispute”.John G Merrils memahami persngketaan
sebagaiterjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang di ikuti
oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain.®

Dari pendapat para ahli sebelumnya dapat dikatakan bahwa perkelahian
adalah suatu masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling menyalahkan
atas suatu objek tertentu, hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman atau
perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan proses.

hukum. konsekuensi untuk keduanya. Jelas bahwa kita tahu bahwa argumen bukan

8Ibid, hal. 13.
® Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika Aditama,
Bandung, hal. 224.
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hanya tentang topiknamun lebih dari satu baik itu antar individu, kelompok, organisasi
bahkan juga lembaga besar sekali pun.
2. Pengertian Sengketa tanah

Sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan antara pihak atau
perorangan, lembaga atau badan hukum yang tidak mempunyai dampak sosial politik
yang luas.Penekanan ini, yang tidak berdampak luas, membedakan definisi sengketa
tanah dengan definisi konflik pertanahan.Sengketa tanah dapat meliputi sengketa
administrasi, sengketa perdata, sengketa pidana yang berkaitan dengan kepemilikan,
transaksi, pendaftaran, penjaminan, penggunaan, penguasaan, dan sengketa common
law.

Sengketa tanah secara kualitas dan kuantitas merupakan permasalahan yang
selalu ada dalam kehidupan masyarakat, rumusan pengertian sengketa tanah dalam Bab
1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri Negara Pertanian Tahun 1999
tentang Tata Cara Pengurusan Sengketa Tanah yang berbunyi:

Sengketa tanah adalah perselisihan tentang keabsahan suatu hak, pemberian
hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihannya dan pengeluaran
bukti-bukti yang sah antara para pihak dan antara para pihak.pihak dan instansi di
lingkungan Badan Pertanahan.

Menurut Sarjita, sengketa tanah merupakan perselisihan yang terjadi anatara
dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan
penguasaan hak atas tanahnya, yang di selesaikan melalui musyawarah atau melalui
pengadilan.©

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga

dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah yaitu:

10 sartija, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal. 8.
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Timbulnya sengketa pertanahan diawali dengan adanya pengaduan dari
suatu pihak (badan hukum atau badan hukum) yang berisi keberatan dan tuntutan
hak atas tanah baik status, keutamaan maupun kepemilikan atas tanah dengan
harapan adanya kesepakatan administratif dalam sesuai dengan peraturan yang

berlaku untuk mencapai peraturan tersebut.!

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum menurut Rusmadi
Murad ada beberapa macam, yaitu;

a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat di terapkan sebagai
pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum
ada haknya.

b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang di gunakan sebagai dasar
pemberian hak (perdata).

c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang di sebabkan penerapan peraturan
yang kurang atau tidak benar.

d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial/praktis bersifat
strategis.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah
pertikaian antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas harta
benda tertentu, yang akibat adanya kepentingan tersebut dapat menimbulkan akibat
hukum.

3. Timbulnya Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi di mana semakin tahun

semakin meningkat.Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk di kaji bersama-

sama dan di pertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan

1 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandar Maju, Bandung, 1991, hal. 22.
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kebijakan di bidang pertanahan selama ini. Secara makro penyebab
munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang di antaranya:
A. Harga tanah meningkat pesat Lahir
B. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya.
C. Iklim pembukaan yang digariskan oleh pemerintah.
Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di
bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkrit antara:
1. Perorangan dengan Perorangan,
2. Perorangan dengan Badan Hukum,
3. Badan Hukum dengan Badan Hukum dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkara harta benda yang dimaksud
dapat dijawab, direaksikan atau diselesaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (pemkot dan pemerintah) guna menjamin kepastian hukum dalam
arti UUPA.

B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa
Timbulnya perselisihan masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik, akan
mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam masyarakat bahkan menimbulkan
kekacauan. Ada dua pendekatan dalam literatur hukum yang sering digunakan untuk
menyelesaikan sengketa. Dalam hal terjadi perselisihan di masyarakat, pemerintah telah
menyediakan dua jalur yaitu:
1.Jalur Litigasi (Peradilan)
Salah satu cara penyelesaian sengketa tanah adalah melalui jalur hukum
(melalui lembaga peradilan). Namun, penyelesaian sengketa tanah secara hukum
membutuhkan waktu, rumit dan tidak murah.Hal inilah yang terkadang membuat para

pihak yang bersengketa ragu untuk memutuskan di pengadilan.
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Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana semua
pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di
pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan adalah
putusan yang menetapkan win-win solution.*?

Prosedur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan
yang bersifat menang kalah, cendrung menimbulkan maslah baru lambat dalam
penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive dan menimbulkan
permusuhan antara para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses hukum merupakan
pendekatan untuk mencapai keadilan melalui sistem perlawanan dan penggunaan
paksaan. Mengatasi perselisihan yang timbul di masyarakat dan mencapai win-lose
solution bagi para pihak yang bersengketa.®

2.Jalur Non-LItigasi (di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa tanah melalui proses non-peradilan adalah solusi
yang paling diinginkan, karena tidak membutuhkan banyak uang dan tampaknya
cepat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan dapat dilakukan melalui:
lembaga adat, lembaga swasta, Kelurahan/Desa dan Kantor Pertanahan merupakan
salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan perkara di bidang pertanahan, termasuk
melalui mediasi. Dalam arbitrase melalui arbitrase di Kantor Negara, prinsip win-win
solution diutamakan, yaitu sengketa wilayah harus ditangani secara cermat dan hati-
hati. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan jika sengketa atau beda pendapat

perdata dapatdiselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa

12 Nurmaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal, 35.

13 Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan
Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”. Orasi Ilmiah, UNS press, Surakarta, 2005, hal, 2.
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berdasarkan itikad baik dengan mencabut penyelesaian secara hukum, sedangkan
pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan apakah penyelesaian sengketa melalui
alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu rapat yang diselesaikan secara langsung
oleh para pihak selama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu
perjanjian tertulis.*

Alternatif Dispute Resolution merupakan rangkaian proses yang bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian
sengketa di lihat sebagai suatu alternative dari keputusan hakim, atas suatu keputusan
mengenai sengketa menurut hukum.ADR (Alternatif Dispute Solution) adalah
ungkapan yang di gunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan
yang menunjukan teknik-teknik yang dapat di pergunakan penyelesaian sengketa
tanpa putusan yang formal, yang di peroleh melalui arbitrase dan
pengadilan.Mekanisme ADR (ALternatif Dispute Resolution) biasanya melibatkan
penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak
yang netral.*®

Pembahasan mengenai alternative dalam penyelesaian sengketa semakin
ramai di bicarakan, bahkan perlu di kembangkan untuk mengatasi kemacetan dan
penumpukan perkara di pengadilan maupun di mahkamah agung.

Kedua jalan tersebut dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa
untuk mencapai keadilan dalam hal keamanan hukum harta benda.Penggunaan salah

satu saluran ini ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa, yang tertanam

14 Dita Rizky Damayanti, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli, Jurnal llmiah Hukum, Volume
26, Nomor 10, Agustus 2020, hal. 1222.
15| Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Fikahati Anesks, Jakarta, hal, 11.
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dalam benak para pihak yang bersengketa, Kompleksitas serta tajamnya status sosial
yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.®
C. Tinjauan Alternatif Penyelesaian sengketa
1. Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui proses yang berlangsung lama dan melalui
proses peradilan cenderung menimbulkan permasalahan baru, karena merupakan win-
win solution yang tidak responsif, memakan waktu, dan terbuka untuk umum. Seiring
waktu, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berkembang.

Penyelesaian kontroversi di luar hukum atau ekstrayudisial bersifat tertutup
untuk umum (sesi di balik pintu tertutup) dan kerahasiaan pihak-pihak yang
berkepentingan dijamin, prosedurnya lebih cepat dan lebih efisien. Prosedur
penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari penundaan yang disebabkan
oleh prosedur administratif dan prosedural, seperti di pengadilan umum, dan win-win
solution.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal sebagai alternatif
penyelesaian sengketa (APS).Y’

Kisah awal lahirnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah

Agung Amerika Serikat, Warren Burger, mempromosikan gagasan tersebut dalam
sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota, AS. Hal ini dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor dalam gerakan tersebut.1970-an, ketika banyak pengamat di bidang
hukum dan di civitas akademika memiliki keprihatinan serius tentang efek negatif
yang berkembang dari litigasi.Akhirnya, American Bar Association (ABA) membuat

acara tersebut terjadi dan kemudian menerima komite APS di organisasi mereka

1bid, hal, 2.
7 Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional), Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-2, 2012, hal. 9.
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diikuti olehmasuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di amerika serikat dan
pada sekolah ekonomi.8
APS berkembang pertama kali di Negara Amerika Serikat, di mana pada
saat itu APS berkembang karena di latar belakangi hal-hal sebagai berikut:*®
a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyak kasus yang di ajukan ke pengadilan
menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, Sehingga memakan
biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang
menghasilakn keputusan yang dapat di terima oleh semua pihak dan memuaskan.
Sebenarnya semangat penyelesaian sengketa alternatif itu berasal dari nenek
moyang bangsa Indonesia.Hal ini terlihat pada budaya musyawarah mufakat yang
masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan Indonesia, dimana jika terjadi
perselisihan, masyarakat cenderung tidak membawa masalah tersebut ke pengadilan,
tetapi menyelesaikannya secara musyawarah.Jika perselisihan antara para pihak yang
bersengketa tidak dapat diselesaikan, mereka membawa perselisihan mereka ke
kepala desa.Dengan semangat “refleksi atas mufakat” yang mendarah daging dalam
jiwa bangsa Indonesia, APS memiliki potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan dan dimanfaatkan oleh para profesional.hukum di Indonesia.
Pentingnya pran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan di

undangkannya UU No. 30 Tahun 1999.%°

18 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga IImu Indonesia,
Jakarta, 2009, hal. 35.

19 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2004, hal. 35.

2 Frans Hendra Winarta, Op., Cit., hal. 11.
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Nilai kerjasama dan komitmen dalam penyelesaian sengketa terlihat di
seluruh Indonesia.Dalam masyarakat Batak yang memiliki nilai relatif kontroversial,
Indonesia masih mengandalkan forum Rungengut biasa, yang pada dasarnya
menyelesaikan  perselisihan  melalui  musyawarah dengan kekeluargaan.Di
Minangkabau diketahui bahwa lembaga peradilan perdamaian sering berperan
sebagai mediator dan mediator.Konsep Pengambilan Keputusan Pengambilan
keputusan dalam musyawarah desa Jawa tidak didasarkan pada keputusan mayoritas,
tetapi dilakukan oleh semua orang yang hadir sebagai satu kesatuan.?:

Selain budaya penyelesaian sengketa alternatif (APS) yang melekat pada
masyarakat Indonesia, APS juga memiliki potensi pengembangan yang besar di
Indonesia karena alasan berikut:?2
a. Faktor ekonomis: APS memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa

yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

b. Faktor lingkup pembahasan: APS memiliki kemampuan untuk membahas agenda
masalah secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi
karena para pihak yang bersengketa mengembangkan dan menetapkan aturan
main sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. APS berpotensi
menyelesaikan konflik yang sangat kompleks (polisentris) yang disebabkan oleh
substansi kasus yang problematik secara ilmiah (scientifically complex).

c. Faktoer pembinaan hubungan baik: APS yang mengandalkan cara-cara
penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya
pembinaan hubungan baik antara manusia yang telah berlangsung maupun yang

akan dating.

2Suyud Margono, Op., Cit., hal. 38.
2|bid, hal. 39.
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Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) baik di luar maupun di
dalam negeri telah menimbulkan kesan bahwa ada kelompok atau aliran pemikiran
yang mengarah pada pengembangan APS dan dipandang sebagai domain perusahaan
yang berbeda yang berasal dari sumber yang berbeda.dan masing-masing memiliki
filosofi, budaya, dan kegunaan tertentu. Seiring berjalannya waktu, pengusaha
berupaya mengembangkan mekanisme GSP sebagai mekanisme penyelesaian
sengketa.Namun Kini, dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, para pengusaha
menyadari bahwa keputusan menang kalah di pengadilan belum tentu merupakan
solusi terbaik dan keputusan tersebut menentukan tujuan umum bisnis sehingga tidak
berjalan. Penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh pengadilan negeri, yang
memenangkan satu pihak dan mengalahkan yang lain, dapat disebut sebagai metode
penyelesaian sengketa, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan bisnis
pelaku ekonomi.?

Hal ini memungkinkan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk
menyelesaikan sengketa secara informal dan sukarela dalam kerjasama langsung
antara kedua pihak yang bersengketa dan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
kepentingan para pihak yang bersengketa (win-win solution).Banyak dari para aktor
ini menginginkan perselisihan perdata yang muncul di antara mereka diselesaikan
dengan win-win solution.Di sinilah APS lahir untuk memenuhi kebutuhan para
pengusaha tersebut.Namun dalam perkembangannya, APS tidak hanya digunakan
oleh para pemain komersial, kini APS banyak digunakan untuk memberikan jawaban.

Perselisihan di masyarakat.?*

Z3Frans Hendra Winarta, Op., Cit., hal. 12.
#1bid, hal. 13.
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2.Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah istilah asing yang memiliki
berbagai arti dalam bahasa Indonesia, antara lain Opsi Penyelesaian Sengketa (PPS),
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (MAPS), Opsi Penyelesaian Sengketa
Di Luar Pengadilan, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, ADR didefinisikan sebagai pengelolaan konflik kooperatif
(cooperative conflict management).Berdasarkan beberapa terminologi tersebut di atas,
sebenarnya ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat
kekeluargaan.?®

Dalam UU no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sebagai Dasar Pelembagaan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif di
Indonesia, Selain Pengaturan Arbitrase Secara Detail Ditunjukkan Bahwa Undang-
undang Memang Memasukkan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Bentuk
Mediasi (dan penggunaan ahli) digarisbawahi. . Bahkan tidak menutup kemungkinan
penyelesaian sengketa melalui alternatif lain.?

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menurut para pakar dan
peraturan perundang-undangan yaitu:

a. A. Menurut Priyatna Abdurrasyid, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah
seperangkat prosedur atau mekanisme yang dirancang untuk memberikan
alternatif atau pilihan APS / Arbitrase (Negosiasi dan Mediasi) untuk mencapai
keputusan akhir dan para pihak pada umumnya, tidak selalu dengan intervensi
Pihak ketiga. dan dukungan yang indevendent yang di minta membantu

memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.?’

#Rachamdi Usman, Op., Cit., hal. 8.

ZMunir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000, hal. 3.

Z’Priyatna Abdurrasyid, Op., Cit., hal.17.
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b. Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek
dan teknik-teknik hukum yang di tujukan untuk:

1) Memungkinkan penyelesaian sengketa hukum di luar hukum yang
menguntungkan para pihak yang bersengketa.

2) Mengurangi biaya atau penundaan ketika sengketa diselesaikan melalui proses
hukum litigasi konvensional.

3) Mencegah agar sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan.

C. Menurut Gary Goodpaster, dalam “A Review of Dispute Resolution” dalam
Arbitrase di Indonesia, setiap komunitas memiliki pilihan yang berbeda untuk
memperoleh peluang dalam litigasi atau menyelesaikan perselisinan dan konflik.?®

d. Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya di singkat UUAAPS)
mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara
musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawabh tittle “Alternatif Penyelesaian
Sengketa” yang merupakan terjemahan dari Alternatif Dispute Resolution”.?®

secara yuridis dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 mengartikan alternative penyelesaian sengketa sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melaluiprosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian di

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi atau

penilaian ahli.

ZGunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 15.
2Rachmadi Usman, Op., Cit., hal. 10.
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Karena itu, ADR berarti mekanisme penyelesaian sengketa di luar hukum
atau ekstrayudisial yang mekanismenya didasarkan pada kesepakatan antara para pihak
dengan mengesampingkan sengketa hukum atau penyelesaian sengketa secara
yudisial.®

3.Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, APS terdiri
menurut penyelesaian pada luar pengadilan menggunakan memakai metode konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi atau evaluasi ahli.Jenis-jenis APS sebagaimana yg pada
atur pada pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bisa pada pilih
baik sang pelaku usaha juga warga  dalam biasanya buat merampungkan
persengketaan perdata yg mereka alami. Berikut adalah beberapa alternative
penyelesaian persengketaan perdata yg bisa pada pilih sang para pihak dalam biasanya
buat bisa merampungkan persengketaan perdata yg mereka alami yaitu:

a. Konsultasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian nasehat adalah berbagi ide
untuk mencapai kesimpulan yang terbaik (tips, saran dan lain sebagainya). 3! Pada
dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci
tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya.Banyak pendapat yang di
kemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang di
kemukakan oleh Gunawan Widjaja menyimpulkan bahwa nasihat pada prinsipnya
adalah tindakan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien, dan pihak lain yang
disebut penasihat, yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan
dan kebutuhan klien. Dalam hal ini konsultasi sama sekali tidaklah mengikat pihak

klien karena konsultan hanya memberikan pendapatnya (hukum) saja. Para klien bebas

®lbid, hal. 11.
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989,
hal. 457
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untuk menggunakan pendapat itu walaupun tidak menggunakannya.Demikian pula
mengenai putusan, di sini keputusan seluruhnya di serahkan di tangan klien itu sendiri.

Menurut Audit Commission (1999) konsultasi di definisikan sebagai sebuah
proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. Definisi tersebut menyiaratkan
tiga aspek dalam konsultasi:

1. Konsultasi adalah dialog di mana informasi dibagikan dan dipertukarkan untuk
memastikan bahwa pihak yang dikonsultasikan mengetahui lebih banyak
tentang suatu masalah. ltulah sebabnya konseling bersifat edukatif dan inklusif.

2. Konsultasi adalah tentang tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat
memastikan bahwa pandnagan yang di konsultasikan mengarah kepada seluruh
pengambilan keputusan. Oleh karenanya konsultasi adalah tentang aksi dan
berorientasi kepada hasil.

3. Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang
interaktif dan berjalan.

b. Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata negosiasi yang artinya negosiasi, sedangkan
orang yang melakukan negosiasi dikenal dengan istilah negosiator.Negosiasi
adalah metode penyelesaian sengketa yang paling umum.Tawar menawar sudah
menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari,
negosiasi upah/gaji, harga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara
umum adalah tarik ulur dan perselisihan antara dua pihak yang memiliki
kepentingan yang berbeda pada masalah yang sama.*?

Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial di mana pihak-pihak yang terlibat

berusaha mencapai tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Secara sederhana,

%2Frans Hendra Winarta, Op., Cit., hal. 24.

XXXiX



pengertian negosiasi adalah suatu proses negosiasi atau usaha untuk mencapai
kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi yang dinamis, suatu
komunikasi dengan tujuan suatu pemecahan atau pemecahan suatu masalah yang
sedang berlangsung. Oleh karena itu, negosiasi merupakan pilihan bagi upaya SGP
yang dilakukan secara mandiri melalui proses interaksi yang dinamis, komunikasi
yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian sengketa perdata
yang sedang berlangsung.

Negosiasi dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak
memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi,
komunikasi yang berlangsung dalam proses negosiasi dilakukan oleh para pihak
tanpa partisipasi pihak ketiga sebagai perantara. Kualitas negosiasi tergantung pada
mitra negosiasi.Dalam hal ini, negosiator dipahami sebagai pihak atau penerima
manfaat yang mewakili pihak yang bernegosiasi.Misalnya, seorang agen adalah
seorang pengacara.®

Seorang pengacara harus di tuntut memiliki kemapuan bernegosiasi yang
kuat demi menjalankan tugas profesionalnya, seringkali seorang advokat di berikan
tugas oleh kliennya untuk bertindak mewakili dirinya dalam suatu perundingan
kerjasama dalam menyelesaikan sengketa, dimana dalam perundingan tersebut
seorang advokat di harapkan dapat memberikan argumentasi yang jelas, sistematis
dan berdasar.3*

Hasil akhir dari negosiasi adalah kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan
tertulis antara para pihak, tetapi tidak boleh menunda pelaksanaan kesepakatan,
karena hal ini dapat menyebabkan perubahan persepsi para pihak yang dapat

merusak kesepakatan yang dicapai. . dalam negosiasi. Namun jika tercapai

33Frans Hendra Winarta, Op., Cit., hal. 25.
34Frans Hendra Winarta, Loc., Cit.
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kesepakatan, hal ini setara dengan mediasi, yang berdasarkan Pasal 6 Ayat (7) dan
Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah kesepakatan tertulis antara
para pihak dengan itikad baik (te geode trouw) mengikat dan mendaftarkan ke
pengadilan setempat dalam jangka waktu paling lama 30 hari atau satu bulan
setelah penandatanganan. Pelaksanaan perjanjian dalam penyelesaian sengketa
alternatif harus dilakukan paling lambat satu bulan atau 30 hari setelah perjanjian
didaftarkan di pengadilan setempat.®

Negosiasi biasanya dilakukan dalam kasus yang tidak terlalu rumit. Itikad
baik, bahwa para pihak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, penting dalam
negosiasi. Adapun kepercayaan dan keinginan untuk kesepakatan antara para pihak,
itu sia-sia. Namun jika para pihak duduk bersama dengan itikad baik dan
bermaksud untuk mencapai kesepakatan, maka negosiasi merupakan metode
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang sangat akurat, sederhana, dan
menguntungkan para pihak (penyelesaian sengketa).*

c. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi
untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator.
Mediasi berasal dari bahasa Inggris dan berarti menyelesaikan suatu sengketa
melalui perantara. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana
pihak luar yang independen bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk
mencapai solusi damai. Mediator tidak berwenang untuk menyelesaikan

perselisihan.tetapi hanya membantu para pihak menyelesaikan masalah yang telah

*Ibid, hal. 25-26.
*1bid,
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diberi wewenang. Ada berbagai pengertian mediasi dalam versi yang berbeda
sebagai berikut:*’
1.Christopher W. Moore berpendapat bahwa mediasi adalah intervensi
perselisihan atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak
memihak dan netral yang tidak memiliki kekuatan keputusan untuk
membantu para pihak yang bersengketa untuk secara sukarela mencapai

kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan.®

2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses di
mana para pihak, dengan bantuan satu orang atau lebih, secara sistematis
menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk menemukan alternatif dan
solusi yang memenuhi kebutuhan mereka.

3.Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa, adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau
perselisihan melalui suatu prosedur yang disepakati para pihak, yaitu
penyelesaian di luar hukum melalui konsultasi, negosiasi, mediasi,
arbitrase, atau penilaian ahli.

4. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan menjadi
proses penyelesaian konkurensi yg melibatkan perantara buat membantu
para pihak yg bersengketa guna mencapai penyelesaian pada bentuk
kesepakatan sukarela pada beberapa atau semua masalah yang
bersangkutan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa mediasi berarti
upaya penyelesaian sengketa antara para pihak secara damai melalui

seorang mediator netral yang tidak mengambil keputusan atau kesimpulan

$7Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia,
2010), hal.10

%Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,( Jakarta: Gama Media,
2008), hal.57.
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apapun bagi para pihak, tetapi mendukung moderator dalam pelaksanaan
dialog antara para pihak dengan iklim keterbukaan, kejujuran dan
pertukaran untuk mencapai konsensus. Beberapa kesimpulan tentang
kekhususan proses mediasi dapat ditarik dari berbagai definisi mediasi,
misalnya:

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yaitu pihak yang tidak
terlibat atau terkait dengan sengketa. Netral dan tidak memihak dalam arti
tidak memihak dan tidak memihak.

2. Dalam kasus individu, para pihak yang berkonflik harus memilih seorang
mediator, tetapi mediator juga dapat menawarkan dirinya sendiri, sehingga
para pihak yang berkonflik harus menerima tawaran tersebut. Pihak ketiga
harus diterima oleh kedua belah pihak.

3.Perbandingan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dan harus diterima
oleh salah satu pihak tanpa dipaksa.

4. Tugas utama mediator adalah menjaga agar proses negosiasi tetap berjalan
dan membantu memperjelas masalah dan kepentingan sebenarnya dari
pihak-pihak yang berkonflik. Dengan kata lain, peran mediator adalah
mengontrol proses, sedangkan peran para pihak yang berkonflik adalah
mengontrol isi negosiasi.

Mediasi definisi, yang jelas-jelas unik, berarti keberadaan ketiga yang
netral dan tidak memihak (baik individu maupun dalam bentuk lembaga
independen), yang akan bertindak sebagai mediator. Posisi non-netral dari
mediator memperumit tidak hanya mediasi, tetapi juga dapat menyebabkan

kegagalan.*®

%9John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonom, Proyek Elips, Jakarta, 1997, hal. 42.
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Definisi mediasi dapat dibagi menjadi tiga elemen penting yang saling
terkait. Ketiga unsur tersebut adalah; Karakteristik mediasi, peran mediator dan
kewenangan mediator.Karakteristik mediasi memperjelas bahwa mediasi
berbeda dengan beberapa bentuk penyelesaian sengketa lainnya, khususnya
penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti arbitrase.Dalam
mediasi, seorang mediator berperan dalam membantu para pihak yang
bersengketa dengan mengidentifikasi masalah, mengembangkan pilihan, dan
mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk
mencapai kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator hanya
berwenang memberikan nasihat tentang penyelesaian sengketa atau
menentukan proses mediasi. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran
yang menentukan dalam kaitannya dengan isi sengketa, ia hanya peduli.
bagaimana proses mediasi yang mengarah pada kesepakatan antara para pihak
dapat berlangsung.*°

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif dalam
menyelesaikan sengketa antara para pihak atau masyarakat, seperti: Misalnya
sengketa kerusakan lingkungan, pembebasan tanah, undang-undang
ketenagakerjaan, perlindungan konsumen.**Dengan menggunakan jasa seorang
mediator, individu tidak harus pergi ke pengadilan atau secara individu untuk
menyelesaikan sengketa yang kontroversial. Lebih khusus lagi, jenis kasus
yang dimediasi adalah; Kecuali perkara yang diputus oleh pengadilan niaga,
pengadilan tenaga Kkerja, banding terhadap putusan badan penyelesaian
sengketa konsumen dan kasasi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha, semua sengketa hukum perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama

“0Frans Hendra Winarta, Loc., Cit.,
“Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 91.
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harus terlebih dahulu berusaha melakukan mediasi dengan bantuan seorang
mediator.*?

Penggunaan prosedur mediasi memberikan keuntungan lebih kepada
para pihak yang bersengketa dibandingkan dengan prosedur yudisial. Dalam
mediasi, para pihak menderita kerugian yang lebih sedikit, hal ini akan
dirasakan oleh pihak yang kalah jika para pihak menggunakan proses hukum.
Para pihak juga dapat memilih mediator sendiri untuk menyelesaikan masalah,
hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak yaitu ketika keduanya dapat
menerima keberadaan mediator dan sama-sama percaya pada netralitas
mediator, mereka menjadi lebih sukarela.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa,
bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak
Melitigasikan suatu konkurensi mekanisme pemutusan kasus diatur sang
ketentuan-ketentuan yg ketat & suatu deduksi pihak ketiga menyangkut
peristiwa-peristiwa yg lampau & hak dan kewajiban sah masing-masing pihak
akan memilih hasilnya. Dengan memakai mediasi yg bersifat nir formal,
sukarela, kooperatif, & dari kepentingan, seseorang perantara membantu para
pihak buat merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
& memenuhi baku kejujuran mereka sendiri.

d. Konsiliasi
Konsiliasi berasal dari bahasa inggris, yaitu “conciliation” yang

berarti* pemufakatan”*3. Adapun pengertian konsiliasi lainnya menurut:

42Gyahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana, 2009), hal. 8-9.

43Bambang Sutiyiso, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam
Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006, hal. 92.
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1) Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition
Dalam kamus hukum :Dictionary of Law Complete Edition, konsiliasi di
artikan sebagai : Upaya menyatukan keinginan para pihak yang bersengketa
guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.*
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsiliasi di artikan
sebagai :Usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk
mencapai persetujuan dan penyelesaian perselisinan tersebut.*
3) Oppenheim
Sedangkan menurut Oppenheim, konsiliasi adalah :

"Prosedur penyelesaian sengketa di mana Anda disajikan kepada komisi yang
bertugas mengembangkan atau menjelaskan fakta dan (biasanya setelah
mendengarkan para pihak dan mencoba mencapai kesepakatan) membuat
proposal untuk kesepakatan, tetapi keputusannya tidak mengikat.*®

4) Gunawan Widjaja
Selanjutnya, Gunawan Widjaja mengartikan konsiliasi sebagai berikut :

“Konsiliasi adalah suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga atau orang-orang yang penyelesaian sengketanya
adalah pihak ketiga, orang yang telah teruji keandalannya secara profesional.
Arbiter memegang peranan penting dalam proses arbitrase ini karena ia
berkewajiban untuk mengemukakan pendapatnya tentang permasalahan atau
sengketa, bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, bentuk-bentuk
alternatif penyelesaian sengketa, solusi terbaik, apa saja keuntungan dan
kerugiannya bagi para arbitrase. pihak serta akibat hukumnya. Meskipun arbiter
berhak dan berwenang untuk menyatakan pendapatnya secara terbuka dan tidak
memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, arbiter tidak berhak
memutuskan untuk dan atas nama para pihak dalam hal terjadi perselisihan.
Dalam hal ini arbiter bersifat pasif terhadap keputusan yang akan diambil atau
keputusan akhir dari prosedur arbitrase ini. Semua hasil akhir dari proses

4M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher,
Surabaya , 2009, hal. 375.

45Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., Op., Cit., hal. 475.

“6Clive Parry (Eds), Encyclopaedic Dictionary of Internasional Law, sebagaimana di kutip dari Huala
Adolf dan A. Candrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, PT
RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2007, hal. 186.
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arbitrase ini akan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa
dalam bentuk kesepakatan antara para pihak.*’

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan
musyawarah atau nasihat, yang didampingi/dimediasi oleh para pihak yang
bersengketa atau dilakukan sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai
Konsiliator.*®

Konsiliasi merupakan kelanjutan dari mediasi.Meiator mengubah peran
wasit. Berperan lebih aktif dalam menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan
dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan,
solusi arbiter menjadi solusi.

Para pihak terikat oleh suatu perjanjian yang tetap atau definitif.Ketika para
pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga
mengusulkan solusi atas perselisihan tersebut. Proses ini dikenal sebagai
konsiliator.*

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah cara menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak
dengan meminta pendapat penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
Dalam sistem hukum indonesia, pengturan penggunaan penilaian ahli sebagai
sebuah cara penyelesaian sengketa di temukan dalam pasal 52 UU No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

f. Arbitrase
Arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (Latin), “arbitrage”, (Belanda),

“arbitration”, (Inggris), “schiedpruch”, (Jerman), dan “arbitrage”, (Perancis), yang

4Gunawan Widjaja, Op., Cit., hal. 3.

“8Rachmadi Usman, Op., Cit., hal. 128-129.

“Nurmaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 34.

%0 Takdir Rahmadi, Op., Cit., hal.19.
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berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu untuk kebijaksanaan atau damai oleh
arbiter atau wasit.>
Berikut ini batasan aarbitrase yang di berikan oleh beberapa para pakar ahli
hukum, yaitu:
a. M.N Purwosujipto
Mengartikan:
“Pengadilan arbitrase adalah pengadilan di mana para pihak sepakat bahwa
suatu perselisinan atas hak-hak pribadi mereka, di mana mereka memiliki
kendali penuh, akan didengar dan diperiksa oleh hakim yang tidak memihak
yang ditunjuk oleh para pihak dan bahwa keputusannya mengikat kedua belah
pihak.?
b. R. Subekti
Sementara itu, R. Subekti mengartikan:
Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisinan oleh seorang hakim atau
hakim berdasarkan kesepakatan para pihak yang hadir agar para pihak tunduk
atau patuh pada keputusan hakim atau hakim pilihannya.>
c. Abdulkadir Muhammad
Batasan arbitrase yang secara terperci di artikan oleh Abdulkadir Muhammad
“Pengadilan arbitrase adalah pengadilan swasta yang berada di luar ruang
lingkup peradilan umum dan sangat terkenal di dunia bisnis. Pengadilan
arbitrase adalah pengadilan yang para pihak yang bersengketa memilih dan
memutuskan secara bebas. Penyelesaian luar biasa dari sengketa pengadilan
adalah kehendak bebas yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian tertulis
yang dibuat sebelum dan sesudah sengketa sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak dalam hukum perdata.>
d. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa:

“Arbitrase adalah upaya seorang mediator untuk menyelesaikan suatu sengketa
atau arbitrase. Orang yang bersepakat dengan kedua belah pihak yang

5L R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 1 dan M.N Purwosutijipto,
Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepalitan dan Penundaan
Pembayaran, PT Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 1.

52M.N Purwosutjipto. Loc., cit.

%3R. Subekti loc., cit.

% Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, hal. 276.
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bersengketa untuk mengambil keputusan yang diikuti oleh kedua belah pihak
dikenal sebagai arbiter.>

Secara umum pengertian arbitrase telah di rumuskan dalam UUAAPS dalam
ketentuan pasal 1 angka 1 UUAAPS. Dalam ketentuan tersebut di jelaskan bahwa :

“Arbitrase adalah tata cara penyelesaian sengketa perdata di luar hukum berdasarkan
perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan jenis pembatasan arbitrase di atas, dapat disimpulkan bahwa
arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan
kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa, serta jalan lain melalui
musyawarah, negosiasi, mediasi, arbitrase dan pendapat ahli. Akan tetapi, dalam hal
ini perlu diperhatikan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui
arbitrase, kecuali hanya sengketa hak-hak yang menurut undang-undang dikuasai
sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan yang dibuat

oleh para pihak.

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 47.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Sebelum memasuki jenis penelitian, kitaharus mengenal apa itu penelitian hukum.
Penelitian berarti pencarian kembali, yang di maksud pencarian kembali, suatu pencarian
yang bersifat (Ilmiah) atau benar, karena hasil pencarian suatu penelitian akan di pakai
untuk menjawab masalah tertentu. Dengan kata lain, penelitian adalah suatu usaha
penelitian yang bernilai pendidikan. Melakukan penelitian mengajarkan Kita untuk selalu
menyadari bahwa kita tidak tahu banyak di dunia dan bahwa apa yang kita coba temukan,
temukan, dan ketahui bukanlah kebenaran mutlak. Karena itu, harus diuji lagi.>®
Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini di antaranya penelitian
hukum empiris dengan model hukum sosiologis yang mengkaji tentang perilaku
masyarakat.Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang secara langsung mengkaji
dan mengamati penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ini. Penelitian hukum
empiris berfokus pada data lapangan atau biasa disebut dengan data lapangan.
B. Metode Pendekatan
Ada beberapa metode pendekatan yang di pakai penyusun dalam skripsi ini:
1. Yuridis Sosiologis
Dalam pendekatan sosiologis-hukum, penelitian ini mengkaji persepsi dan perilaku
hukum orang (badan dan badan hukum) dan masyarakat, serta efektivitas penerapan

hukum positif dalam masyarakat dan mengkaji realitas suatu perkara.

S6Amirudin Zainal Aiskin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2014, hal. 19.



2. Pendekatan peraturan perundang-undangan
Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang di lakukan dengan
mengkajiperaturan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.
3. Pendekatan konseptual
Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mengkaji pandangan dan doktrin yang
dikembangkan dalam undang-undang dengan menggunakan data lapangan sebagai
data pendukung.
4. Pendekatan kasus
Pendekatan dengan melakukan telaah terhadap kasus penyelesaian sengketa tanah
yang sudah di selesaikan oleh pihak Bale Mediasi sesuai putusan yang sudah di
tetapkan atau putusan yang bersifat final, kasus ini akan saya kaji dalam penelitian
saya yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi”.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi atau tempat dalam penelitian ini adalah di Bale Mediasi, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini di pilih sebagai
tempat penelitian karena :
1. Bahwa di lokasi tersebut merupakan tempat penyelesaian sengketa tanah secara
Non-Litigasi khususnya dengan cara mediasi.
2. Bahwa Upaya Non-Litigasi sering di gunakan oleh masyarakat Lombok Timur
untuk menyelesaikan perkara atau sengketa tanah.

D. Sumber dan Jenis data
1. Data Primer.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primernya.Artinya, data
primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di suatu daerah yang jelas-jelas
berkaitan dengan subjek penelitian. Penulis akan mengkaji dan menelaah sumber data

berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, responden, dan informan..



2. Data Sekunder
Data sekunder atau kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum dalam penelitian
hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum
yang dibutuhkan dalam penelitian ini:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundan-
undangan yang mengatur atau berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara non
litigasi atau di luar pengadilan yaitu, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No
1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Tahun 2008) yang di ganti PERMA No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, literatur, penelitian, dan karya para
ahli hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang hukum yang memberikan bimbingan
dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus
hukum, kamus bahasa Indonesia.
E. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang di gunakan atau yang di perlukan dalam penelitian
ini dilakukan dengan :
1. Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, melakukan wawancara
atau wawancara dengan responden dan informan tentang sengketa tanah yang

timbul.



2. Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu
mengkaji kepustakaan hukum tentang masalah atau kasus yang sedang terjadi.
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Salah satu aspek terpenting dari penelitian kualitatif adalah mengumpulkan
data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti,
beberapa teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mencatat dan mendokumentasikan
bahan pustaka, peraturan pemerintah, dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan
masalah yang diteliti.

2. Teknik Wawancara
a. Wawancara Terstruktur
Yaitu wawancara dengan responden atau informan, disertai dengan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan atau dirumuskan sebelumnya yang dijawab oleh
responden atau informan dan kemudian dikembangkan.
b. Wawancara Tidak Terstruktur
Yaitu mewawancarai responden atau informan,dimana pertanyaan yang di ajukan
kepada responden tidak di tetapkan sebelumnya.
G. Metode Analisis Data
Data yang di kumpulakn dalam penelitian lapangan di analisis dengan
menggunakan metode deskriftif kualitatif yaitu peneliti ingin memberikan gambaran atau
pemaparan atas subyekdan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan

dan data yang di peroleh dinyatakan oleh responden maupun informan secara tertulis



ataupun secara lisan serta tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai

sesuatu yang utuh.
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